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Nomor
Larrpiran
Perihal

7 001 1 47 /|RSUS/2023/ITDA
1 (satu) lernbar
Penyampaian Rekapitulasi
LHKAN

UU ITE No.ll Tahun 208 Pasal 5 ayat 1
*lnlormosi Elekronik don/otou Dokumen Elektronik don/otou hasil cetoknyo

merupokon alot bul,/.i hukum soh+

Dokumen ini telah ditandatangani secara Elektronik menggunakan Sertifikat Ehktronik
yang diterbitkan oleh BgRE (Balal S€rdffLri Ehktrodtl

Pangkalan Bun 16 Pebruari2023

Kepada:

Yth. Kepala Organisasi Perangkat Daerah
Kabupaten Kotawari ngin Barat

di-
Tempat

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 02 Tahun 2O23 tenlang Penyampaian Laporan
Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN) yang menjelaskan:

1. Aparatur Sipil Negara (ASN) yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Keia (PPPK);

2. Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN) merupakan
kewajiban yang harus disampaikan oleh setiap Aparatur Negara, baik
berupa Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)

maupun Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan;

3. Bukti penerimaan penyampaian SPT Tahunan yang didalamnya memuat
laporan harta kekayaan dapat diakui sebagai penyampaian LHKAN bagi
ASN yang tidak diwajibkan menyampaikan LHKPN. Dengan demikian
tidak diperlukan penyampaian laporan harta kekayaan secara terpisah

sebagaimana penyampaian LHKASN pada tahun-tahun sebelumnya;

4. APIP ditunjuk untuk melakukan pemantauan dan pelaporan atas
penyampaian LHKAN tercebut.

Sehubungan dengan surat edaran tersebut diatas diharapkan kepada
pimpinan masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkungan
Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat agar dapat menyampaikan

rekapitulasi LHKAN paling lambat tanggal 03 April 2023.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan keriasamanya,

disampaikan terima kasih.

Ditandatangani secara elektronik oleh:
INSPEKTUR DAERAH

ISNO PAITIDOWO, S.H
Pembina Tingkat I

NtP. 19720616 199903 1 009

i Balai
I Serti.frkasi
I Elektronikm



Lampiran

REKAPITULAS}I PENYAT'PAIAN

LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR NEGARA (LHKAN}

(xx April2023)

Nomor

Lampiran

Hal Rekapitulasi Penyampaian LHKAN

Yth. lnspekur Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat
di

Temoat

Menindaklanjuti Surat lnspektur Nomor...... tanggal Kami sampaikan laporkan hasil
rekapitulasi Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN) di lingkungan (drsisesuainomenklatur
in stansi/OP D pemerintah), sebagai beriknt:

REI(N,ITULASI PENYAMPAIAT.I LAPORAN HARTAKEKAYAA}.I APARATUR NEGARA (LHKATII)

TA}IUN

1. Bentuk tabel dapat disesuaikan dengan informasi tambahan lainnya (jika dipedukan) seperti jenis

atau status pegawai/personil, serta incian unrt kerja.

2.. Tahun pelaparan LHKAN berupa LHKPN maupun SPT Tahunan merujuk pacla tahun terakhir
sesuai dengan ketentuan pelaponn masingmasing.

3. ASN yang belum menyampaikan LHKAN agar dibuatkan rckapitulasimeliputi paling sedikit Nama,

NIP dan Jabatan

Demikian rekapitulasi penyampaian LHKAN disampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang

baik disampaikan terima kasih.

Pimpinan lnstansi/OPD Pemerintah

Nama dan NIP

UU ITE No.llTahun 2(D8 Pasal 5 ayat 1
*lnformosi Elektronik don/otou Dokumen Elektonik fun/otou hosil cetoknyo

merupokon alot bukti hukum soh:
Dokumen ini telah ditandatangani secara Elektronik menggrrnakan Sertifikat EleHronik

yang diterbitkan oleh B3RE (Balal SertfiLa3l Elektrodld

Batai
Sertl{ikasi
Elektronik

No. Keterangan Jumlah

t iumlah sekjruh Aparatur Negara

a. Wajib LHKPN

b. Tidak Waiib LHKPN
2. Aparatur Negara waiib LHKPN yang telah mehksanakan pelaporan harta

kekayaan melaluiLHKPN
3 Aparafur Negara uraiib LHKPN yang belum mehksanakan pelaporan harta

kekayaan mehluiLHKPN

4 Aparatur Negara tidak wajib LHKPN yang telah menyampaikan informasi harta
kekayaan melalui SPT Tahunan

5. Aparatur Negara tidak wajib LHKPN yang belum menyampaikan informasi harta
kekayaan melalui SPT Tahunan

6. Jumlah Aparahir Negara yang belum menyampaikan kewajiban Laporan Harta
Kekayaan Aparatur Negara

m


